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PROYEK RP43 M TERANCAM BATAL

Kasatker dan Kadis PU Bungkam

PALU, MERCUSUAR- Jika akhir tahun ini,
proses tender proyek pembangunan Jembatan
Tawaeli Cs Rp43 miliar tidak tuntas. Maka,
proyek yang bersumber dari APBN itu,
terpaksa harus ditarik ke pusat. Di tengah
kondisi itu, Kasatker Witayah Il Sulteng Adolf
Sompie maupun pelakszna tugas Kadis PU
Sulteng, Yanmar Nainggolan belum mengambil

sikap.

Padahal kaku dihitung menu-
rut kalender, waktu yang terse-
dia maksimal satu bulan lebih
untuk merampungkan pelaksa-
naan tender. Saat dihubungi Ka-
satker Wilayah I1 Sulteng Adolf
Sompie belum berhasil dimintai
keterangan menyangkut proyek
itu. Informasi yang dihimpun,
menyebutkan dirinya sedang
berada di Jakarta mengkoordi-
nasikan proyek itu ke Kemen-
terian PU.

Demikian halnya, dengan
pelaksana tugas Kadis PU Sul-
teng, Yanmar Nainggolan, pun
belum memberikan komentar.
Dirinya mengaku masih me-
nunggu dan mengkoordinasi-
kan dengan Kasatker Adolf Som-
pie. “Maaf. Sy belum ketemu pk
Sompie,” singkat Yanmar diba-
lik pesan singkatnya, kemarin
(20/10).

Ketua Umum Asosiasi Pengu-
saha Konstruksi Indonesia
(Apaksindo) Sulteng, Hotman
Apaksindo, sebelumnya menya-
rankan agar Kasatker Wikyah I
Sulteng, Adolf Sompie, disaran-
kan segera mengambil sikap te-
gas dengan melakukan tender
ulang terhadap proyek mega
proyek pembangunan Jembatan
Tdwaeli Cs, yang menelan APBN
Rp43 miliar.

Desakan itu, menyusul belum
adanya sikap tegas alias banci
oleh Kasatker Adolf Sompie,
yang sampai sekarang belum
dapat mengambil keputusan

atas pokemik tender proyek multi

years itu. Padahal Menteri Pe-
kerjaan Umum (PU) Djoko Kir-
manto, telkh memberi jawaban

| dengan membatalkan atas sang-

gahan yang diajukan pemeiiang
tender kedua PT Guna Karya,
yang diperkirakan keluar pada
Agustus 2011 hlu.

Kemudian, jika mengacu pada
Peraturan Presiden (Perpres)
Nomor 54 tahun 2010 tentang
pengadaan barang dan jasa,
khususnya yang termaktub pa-
da Lampiran Il Huruf B.LN Poin
7, menegaskan Surat Penunjuk-
kan Penyedia Jasa (SPP)), harus
diterbitkan paling lambat dua
hari setelah Menteri Pekerjaan
Umum (PU) menolak sanggah
bandingyang diajukan PT Guna
Karya.

Tapi sayang, setelhh Menteri
PU Djoko Kirmanto mengeluar-
kan jawaban atas sanggahan itu,
Kasatker masih ragu-ragu dan
belum mengambil keputusan
apapun. Padahal pada poin ke
10 hurufb, dijebskan lgi bahwa
apabila pengguna anggaran/

kuasa pengguna anggaran (PA/
KPA) dalam hal ini melekat di
Kasatker, sependapat dengan
ULP dengan memenangkan PT
Cahaya Bulu Mampu, maka Ka-
satker harus segera menerbit-
kan SPPJ, sebaliknya kalau di-
rinya (Kasatker) tidak sependa-
patn maka harus dilbkukaneva-
luasi ulang dan pelelangan dika-
takan gagal

Masih menurutnya, ada dua
opsi yang sebenarnya ditawar-

kan kepada Kasatker Adolf Som-
pie, apakah kemudian PT Caha-
ya Bulu Mampu sebagai peme-
nang pertama akan ditetapkan
sebagai pemenang dengan me-
ngeluarkan SPPJ, atau harus me-
nunggu putusan hukum tetap
atas lhiporan yang diajukan PT
Guna Karya atas dugaan penga-
laman palsu PT Cahaya Bulu
Mampu kepada Polda Sulteng,
dan terakhir ataukah proyek itu
harus ditender uling.

Jika kita mengkaji dan meng-
analisa, dengan mengacu pada
dua sudut pandang baik hukum
administrasi negara maupun
hukum pidana, maka langkah
yang harus ditempuh dengan
risiko terkecil atau jaln tengah
adalh mebkukan tender ulang.

“Memang tetap ada risikonya,
ya Kasatker juga harus siap
digugat secaraadministrasi okeh
pihak pemenang pertama (PT
Cahaya Bulu Mampu). Tapi disi

lain, ia telah menyelamatkan
uang Rp43 miliar yang sangat
bermanfaat bagi daerah dan ma-
syarakat," kata Hotman Sihotang,
dalam konferensi persnya, di
kantor Apaksindo, beberapa
waktu lalu.

Sementara kahu Kasatker ha-
rus menunggu putusan hukum
atas dugaan pengalaman palsu
PT Cahaya Bulu Mampu, maka
dikhawatirkan waktu yang ter-
sedia (Nopember dan Desem-
ber) tidak akan cukup untuk
dilakukan tender diakhir tahun
ini. “Kalau sudah demikian, yang
rugi siapa?. Memang proyek
multy year, tapi kalau tidak sele-
sai tender akhir tahun ini, maka
dana itu akan ditarik ke pusat,”
terangnya. Masih menurutnya,
jika Kasatker baru sekarang
menerbitkan SPP] maka secara
aturan (Perpres 54/2010) tidak
dibenarkan.

Dan kaliu memang Kasatker

memaksakan untuk mener-
bitkan SPP] kepada PT Cahaya
Bulu Mampu untuk segera me-
laksanakan proyek itu, maka ini
akan berisiko secara hukum,

“Ituakan diperparah, jika pu-
tusan pengadilan membenarkan
pengalaman PT Cahaya Bulu
Mampu i‘u palsu, maka jadinya
fatal Proyek akan diputus kon-
trak dan daerah akan dirugikan,”
bebernya.

Dirinya menambahkan, be-
lum adanya sikap Kasatker didu-
ga adanya keyakinan bahwa pe-
ngalaman PT Cahaya Bulu Mam-
puitu pabu. “Mungkin atas keya-
kinannya itu, sehingga dia belum
ambil keputusan sampai seka-
rang. Tapi kalu saya, Kasatker
tidak perlu takut dengan risiko
apapun selgi itu untuk kepen-
tingan daerah, alternatif terakhir
adalah mehkukan tender ubng,”
saran pengamat konstruksi, yang
dikenal vokal itu. ury




